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ABSTRAK 

 

Erwin Hutapea, 201610115268, Tanggung jawab Pidana Terhadap Pemalsuan 

Dokumen Barang Import Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang 

Kepabeanan  

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak 

pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan sangat memperihatinkan 

karena tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang menyebabkan 

kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini adalah Tindak pidana penyelundupan dengan pemalsuan 

dokumen pada import pabean ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi 

pendapatan Negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas 

ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana terhadap pemalsuan 

dokumen pabean import tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan 

tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin 

menggelisahkan masyarakat. Perbuatan pemalsuan dokumen import pada pabean 

ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam 

kelangsungan hidup bangsa dan Negara, baik secara langsung yang 

mengakibatkan kerugian dalam penerimaan Negara dari bea masuk serta 

pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen 

Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan 

kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak 

pemerintah yang memproduksinya. 

Penyelundupan adalah masalah yang sangat complicated dengan 

melibatkan banyak kepentingan atau perorangan yang mempunyai kepentingan-

kepentingan tertentu (vested interest) yang terlibat di sana terutama dengan cara 

pemalsuan dokumen pada barang import. Mereka itulah yang berusaha mengeruk 

keuntungan dengan menggunakan cara tersebut. 

Kata Kunci : Kepabeanan, Penyelundupan, Pemalsuan Dokumen  
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ABSTRACT 

Erwin Hutapea, 201610115268, Criminal Responsibility Against 

Falsification of Imported Goods Documents According to Law Number 17 of 

2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 Concerning Customs 

One of the criminal acts that are rife in Indonesia is the crime of 

smuggling. The crime of smuggling is very worrying because it is a crime that 

causes huge losses to the state. The problem discussed in this study is that the 

crime of smuggling by documents falsification on customs imports is of course 

very detrimental to the government in terms of state revenue and is very 

disturbing to the public in terms of economic stability at this time. Given the 

criminal acts against manipulation of imported customs documents can sometimes 

be discovered by the authorities, but the perpetrators are not caught, this fact is 

also increasingly disturbing the public. Documents falsification import at customs 

has a very negative impact on several aspects of the survival of the nation and the 

State, both directly resulting in losses in State revenues from import duties and 

other levies that should be received by the government through the Director 

General of Customs and Excise, as well as indirect losses, namely resulting in 

bottlenecks or obstacles to domestic production so as to harm the government that 

produces them. 

Smuggling is a very complicated problem involving many interests or 

individuals with vested interests involved there, especially by documents 

falsification on imported goods. They are the ones who try to make profits using 

this method. 

Keywrod : Customs, Smuggling, Documents Falsification 
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